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Penelitian ini berkaitan tentang bagaimana implementasi suatu kebijakan 
atau program dari pemerintah daerah dalam memberdayakan masyarakat 
khususnyadi bidang kesehatan. Pemerintah dalam hal ini merupakan salah satu 
aktor yang memiliki peran dalam pemberdayaan yakni dengan tujuan untuk 
meningkatkan taraf hidup serta membentuk individu dan masyarakat menjadi 
mandiri. Salah satu pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan dapat dilakukan 
melalui peran dan fungsi dari Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas). Seperti 
yang telah disebutkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 
Nomor 75 Tahun 2014 bahwasanya Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) 
merupakan salah satu jenis fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang 
memiliki peranan penting dalam sistem kesehatan nasional, khususnya sub sistem 
upaya pemberdayaan kesehatan.1  
Mengingat bahwa penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat perlu 
ditata ulang untuk meningkatkan aksesibilitas, keterjangkauan, dan kualitas 
pelayanan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatanmasyarakat. Maka 
diperlukan suatu program yang dapat meng-handle permasalahan tersebut.  
Dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengatur 
pengembangan dan pemberdayaan masyarakat rakyat dapat diambil dengan upaya 
pendampingan. Pendampingan yang dimaksud yaitu satu langkah penting yang 
                                                          





perlu untuk dilakukan guna percepatan tujuan kemandirian serta kesejahteraan 
masyarakat. Kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dapat dicapai, bahkan 
melalui peningkatan sikap, pengetahuan, perilaku. keterampilan, kesadaran, dan 
penggunaan sumber daya yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas 
kebutuhan masyarakat desa.2 Dalam praktek penyelenggaraannya, pendampingan 
terhadap masyarakat desa di era otonomi daerah seperti saat ini masih menemui 
banyak kendala, seperti kurangnya kreatifitas dan partisipasi masyarakat sehingga 
perlu mencari jalan keluar secara sungguh-sungguh sesuai dengan amanat undang-
undang yang berlaku demi tercapainya kemandirian masyarakat.  
Berikut ini Peneliti akan menjelaskan beberapa teori dan konsep yang 
terkait dengan judul skripsi ini dan sebagai acuan dasar dalam menganalisis hasil 
pembahasan di bab selanjutnya. Teori dan konsep tersebut akan dipaparkan dalam 
bab ini, adapun teori yang digunakan dalam menganalisis skripsi yang berjudul 
Implementasi Program Pokjanal Posyandu dalam Memberdayakan 
Masyarakat di Bidang Kesehatan. 
A. Landasan Teori 
1. Implementasi Kebijakan 
Implementasi merupakan salah satu tahap dalam tahapan suatu 
kebijakan publik. Biasanya suatu program dapat diimplementasikan setelah 
suatu kebijakan yang sudah jelas telah dirumuskan Implementasi 
merupakan rangkaian aktifitas untuk menghantarkan suatu kebijakan 
kepada masyarakat dengan tujuan agar kebijakan tersebut dapat 
                                                          




memberikan hasil sebagaimana yang diharapkan.3 Rangkaian kegiatan 
tersebut mencakup persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang 
merupakan interpretasi atau tafsiran dari kebijakan tersebut. Misalnya dari 
sebuah undang-undang muncul sejumlah Peraturan Pemerintah, Keputusan 
Presiden, maupun Peraturan Daerah. Dalam menggerakkan suatu 
implementasi dibutuhkan suatu penyiapan berbagai sumber daya yang di 
dalamnya termasuk sarana dan prasarana (sarpras), sumber daya manusia 
(SDM), serta sumber daya keuangan. Setelah peraturan perundang-
undangan tersebut ditetapkan, maka proses implementasi suatu kebijakan 
dapat dilaksanakan dan tetap mengacu pada peraturan yang mengatur 
kebijakan tersebut. 
Makna implementasi oleh Daniel A.Mazmaniandan Paul A. Sabatier 
seperti yang telah dikutip oleh Solichin Abdul Wahab, menjelaskan bahwa 
dengan memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program 
dinyatakan berlaku atau telah dirumuskan merupakan focus perhatian dari 
implementasi suatu kebijakan. Implementasi program juga dimaknai 
sebagai aktifitas-aktifitas yang muncul seusai disahkanya suatu kaidah-
kaidah kebijakan suatu negara, yang mencakup upaya untuk mengelola 
dalam memberikan dampak nyata kepada masyarakat.4 Sesuai dengan 
definisi tersebut, implementasi dapat dipahami sebagai fungsi yang terdiri 
atas tujuan dan maksud, serta sebuah produk dan hasil oleh suatu akibat. 
Artinya suatu proses pelaksanaan (implementasi) program dapat dipandang 
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sebagai suatu dindakan-tindakan yang memiliki arah tercapainya tujuan-
tujuan yang tertuang dalam keputusan berupa peraturan dari kebijakan 
tersebut. Implementasi program merupakan suatu aktivitas yang terlihat 
setelah dikeluarkannya pengarahan yang sah dari suatu kebijakan yang 
meliputi upaya dalam mengelola input untuk menghasilkan output atau 
outcomes bagi masyarakat.  
Daniel A. Mazmanian dan Sabatier  menyatakan “implementasi artinya 
memahami yang senyatanya sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau 
dirumuskan yang mencakup usaha-usaha untuk mengadministrasikan maupun 
untuk menimbulkan dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian” .  
Menurut perspektif ini diperlukan untuk mengetahui keefektifan dan relevansi 
kerangka kerja yang ada sebagai pedoman dalam pelaksanaannya. Dalam 
melakukan penelitian di Kecamatan Sakra Timur, Peneliti menemukan kesesuaian 
keadaan dengan 3 kategori yang tersebut dalam teory Daniel A. Mazmanian dan 
Paul A. Sabatier, yakni : 1). Kategori Mudah atau sulitnya masalah dikendalikan, 2 
). Kemampuan kebijakan untuk mensistematisasi proses implementasinya, 3). 
Pengaruh langsung variable politik terhadap keseimbangan dukungan bagi tujuan 









Adapun Bagan Implementasi Model Paul A. Sabatier dan Daniel A. Mazmanian: 
 
 Definisi implementasi sesuai dengan uraian di atas apabila dihubungkan 
dengan kebijakan yakni bahwa suatu kebijakan tidak hanya dirumuskan, tetapi 
sebuah kebijakan harus dilaksanakan atau diimplementasikan agar mempunyai 
dampak yang diinginkan. Oleh karena itu dapat dipahami suatu implementasi 
program merupakan suatu upaya untuk mencapai tujuan tertentu dengan sarana dan 
prasarana serta dalam kurun waktu yang telah ditetapkan. Sabatier dan Mazmanian 
mengungkapkan dua pandangan dalam analisis suatu implementasi, yakni dari sisi 
administrasi publik dan sisi ilmu politik.  
Dalam pandangan atau sisi administrasi publik, awalnya suatu implementasi 
dapat diterjemahkan sebagai pelaksanaan kebijakan yang dilakukan secara tepat 
dan efisien. Tetapi, di tahun 1945 atau pada akhir Perang Dunia ke-2 berbagai 




bahwa administrasi publik bukan hanya dipengaruhi oleh mandat resmi, akan tetapi 
tekanan dari kelompok kepentingan juga memiliki pengaruh terhadap perspektif 
administrasi publik, anggota lembaga legislatif serta bermacam faktor pada 
lingkungan politis. Kemudian untuk implementasi dalam pandangan ilmu politik 
menerima dukungan dari pendekatan sistem untuk kehidupan politik. Pendekatan 
ini tampaknya memecah perspektif organisasi dalam administrasi publik dan mulai 
memperhatikan pentingnya kontribusi arena administrasi, seperti ketentuan 
administrasi, perubahan preferensi publik, teknologi baru dan preferensi 
masyarakat. Perspektif ini berfokus pada pertanyaan dalam analisis implementasi, 
yang sejauh mana konsistensi antara produksi kebijakan dan tujuannya. 
Pada studi implementasi  terdapat dua model yang mendominasi, menurut 
Sabatier model yang mendominasi tersebut adalah model top-down serta model 
bottom-up. Keduanya ada di setiap proses pembuatan suatu kebijakan. Model top-
down atau yang sering dikenal dengan model elit merupakan model yang 
menjelaskan peranan pemerintah sangat besar, pada model ini asumsi yang terjadi 
adalah kunci dalam keberhasilan suatu implementasi adalah terletak pada para 
pembuat keputusan itu sendiri, sedangkan pihak-pihak lain yang terlibat dalam 
proses implementasi dianggap sebagai penghambat.  
Hal ini mengakibatkan para pembuat keputusan menganggap remeh inisiatif 
strategi yang berasal dari level rendah maupun subsistem-subsistem kebijaksanaan 
yang lain.Untuk model selanjutnya atau model bottom-up dapat dipahami sebagai 
model yang mendorong masyarakat untuk mampu secara mandiri mengerjakan 
implementasi program yang ada. Model ini didasari oleh pendekatan bahwasanya 




terdesentralisasi. Model ini memiliki suatu mekanisme yang mana untuk dapat 
bergerak dari level birokrasi paling bawah hingga pada tatanan pembuat keputusan 
tertinggi di sektor publik maupun sektor privat. 
Sebagai perbandingan dapat dipahami oleh pemikiran Mazmania dan 
Sabatier yang mengembangkan "Kerangka Analisis Implementasi". Menurutnya, 
peran penting analisis implementasi program negara adalah untuk mengidentifikasi 
variabel yang mempengaruhi pencapaian tujuan formal dalam proses implementasi 
keseluruhan. Variabel yang disebut oleh Mazmania dan Sabatier diklasifikasikan 
ke dalam tiga kategori umum, yaitu: (1) Mudah atau kesulitan yang dikendalikan 
masalah yang dikerjakan; (2) kemampuan kebijakan untuk mensistematisasikan 
proses implementasinya; dan (3) Pengaruh langsung dari variabel politik pada saldo 
dukungan untuk tujuan yang terkandung dalam kebijakan. Ketiga variabel ini 
disebut variabel independen yang dibedakan dengan fase implementasi yang harus 
diteruskan sebagai variabel dependen. 
2. Kelompok Kerja Operasional (Pokjanal) Posyandu 
Pos layanan terpady  (Posyandu) adalah bentuk upaya kesehatan sumber 
daya masyarakt (UKBM) yang dikelola dan dilakukan, oleh dan dibagikan kepada 
masyarakat. Dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan untuk memberi 
keberdayaan kepada masyarakat serta memberikan kenyamanan yang lebih besar 
kepada publik. Dalam memperoleh layanan kesehatan dasar dan dapat 
dikembangkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Keberadaan 
Posyandu sangat tersebar luas di semua penjuru negeri dan merupakan jenis layanan 




dikembangkan secara optimal karena dianggap sebagai ujung tombak kegiatan yang 
diintegrasikan ke dalam masyarakat.5 
Kurang optimalnya program-program yang dijalankan oleh Posyandu dalam 
memberdayakan masyarakat khususnya di bidang kesehatan mendorong 
pemerintah untuk membentuk Kelompok Kerja Operasional (Pokjanal) Posyandu. 
Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Republik Indonesia 
Tahun 2013 mengenai Revitalisasi Posyandu, bahwasanya Kelompok Kerja 
Operasional (Pokjanal) Posyandu hadir dalam rangka pengembangan posyandu dan  
koordinasi dari berbagai stakeholders serta sinkronisasi berbagai program dan 
kegiatan terkait posyandu. 
Tujuan pengorganisasian Pokjanal/Pokja Posyandu adalah untuk 
mengkoordinasikan berbagai upaya pembinaan yang berkaitan dengan peningkatan 
fungsi dan kinerja posyandu, yang secara operasional dilaksanakan oleh unit atau 
kelompok pengelola Posyandu di desa, melalui mekanisme pembinaan secara 
berjenjang oleh Pokjanal Posyandu di daerah. 
3. Pemberdayaan Masyarakat 
Pemberdayaan secara etimologis didasarkan pada kata dasar "Daya", yang 
berarti kekuatan atau kapasitas. Dari pemahaman ini, pemberdayaan dapat 
ditafsirkan sebagai proses untuk memberdayakan, atau proses memperoleh daya, 
kekuatan atau kapasitas mereka yang memiliki kekuasaan ke pihak yang kurang 
atau tidak berdaya. Memahami "proses" mengacu pada serangkaian tindakan atau 
langkah yang dilakukan secara sistematis yang mencerminkan fase untuk 
                                                          





mengubah masyarakat kurang atau belum diberdayakan menuju suatu 
pemberdayaan..  
Proses ini akan merujuk pada tindakan nyata yang dilaksanakan dalam fase 
untuk mengubah kondisi masyarakat yang lemah dalam pengetahuan, sikap dan 
praktik (KAP) terhadap pengetahuan, perilaku perilaku adalah keterampilan yang 
baik. Makna kekuatan "memperoleh", kapasitas atau daya mengacu pada sumber 
inisiatif untuk meningkatkan daya, kekuatan dan kapasitas sehingga memiliki 
pemberdayaan. Kata "Dapatkan" menunjukkan bahwa sumber inisiatif yang dapat 
diberdayakan dari masyarakat itu sendiri sedang mencari, berusaha menciptakan 
situasi, atau meminta pihak lain, memberikan kekuatan atau kekuatan serta 
kemampuan. 
Arti kata "pemberian" mengacu pada inisiatif non-komunitas, inisiatif untuk 
mengalihkan kekuatan, kekuatan dan kapasitas bagian lain yang memiliki 
kekuatan.Sebagaimana dikutip oleh Edi Suharto. Schuler, Hashemi dan Riley 
mengembangkan delapan indikator pemberdayaan, yang mereka sebut sebagai 
empowerment index atau indeks pemberdayaan.Keberhasilan pemberdayaan 
masyarakat dapat dilihat dari keberdayaan mereka yang menyangkut kemampuan 
ekonomi, kemampuan mengakses manfaat kesejahteraan, dan kemampuan kultural 
dan politik.6 
Pada hakikatnya pemberdayaan merupakan penciptaan suasana atau iklim 
yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang(enabling). Logika ini 
berdasarkan asumsi yang bukan komunitas adamat tanpa memiliki kekuatan. Setiap 
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masyarakat memiliki kekuatan, tetapi terkadang mereka tidak menyadari bahwa 
kekuatan tidak diketahui. Oleh karena itu, kekuatan harus digali kemudian 
dikembangkan. 
Jika asumsi ini berkembang, pemberdayaan adalah upaya untuk 
membangun energi, mendorong, memotivasi, dan meningkatkan kesadaran akan 
potensi yang dimiliki dan berusaha mengembangkannya. Selain itu, pemberdayaan 
seharusnya tidak menangkap publik dalam perangkap ketergantungan, 
pemberdayaan yang berlawanan harus memberikan proses kemerdekaan..7 
Pemberdayaan memiliki arti menghasilkan sumber daya, peluang, 
pengetahuan dan keterampilan masyarakat untuk meningkatkan kemampuan untuk 
menentukan masa depan mereka. Konsep utama yang terkandung dalam 
pemberdayaan adalah bagaimana memberikan peluang luas bagi masyarakat untuk 
menentukan dalam arah kehidupan di komunitas masyarakat. 
Pemberdayaan menekan pengambilan keputusan otonom dari kelompok 
komunitas. Penerapan aspek scocracy dan partisipasi dengan titik fokus pada 
lokalitas akan menjadi dasar upaya untuk memperkuat potensi lokal. Demi hal 
tersebut, pemberdayaan masyarakat juga berfokus pada penguatan masyarakat 
masyarakat dan institusi mereka. Fokus utama pada konsep pemberdayaan adalah 
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1. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat 
Tujuan pemberdayaan adalah untuk membentuk individu dan 
masyarakat menjadi mandiri. Mandiri merangkumi kebebasan 
pemikiran, bertindak dan menguruskan apa yang mereka lakukan. Di 
samping itu, ia harus diterokai bahawa ia sebenarnya diperhatikan 
sebagai masyarakat yang mandiri. 
Masyarakat yang mandiri adalah suatu kondisi yang dialami 
masyarakat yang ditandai dengan kemampuan untuk berpikir, 
memutuskan dan melakukan sesuatu yang benar untuk mencapai 
masalah masalah yang dihadapi oleh penggunaan daya dan kemampuan 
yang terdiri dari keterampilan kognitif, Konif, Psikomotor. Penyebaran 
sumber daya yang dimiliki oleh lingkungan internal masyarakat, 
sehingga secara mandiri membutuhkan dukungan kapasitas dalam 
bentuk sumber daya manusia yang utuh dengan kognitif, kerucut, 
psikomotor dan kondisi fisik lainnya, dan sumber daya fisik material.8 
1. Tahap-tahap Pemberdayaan 
Dikutip dari Sumodiningrat pemberdayaan tidak akan 
berlangsung selamanya, melainkan hingga target masyarakat mampu 
untuk berdiri sendiri atau mandiri. Dilihat dari pendapat tersebut berarti 
pemberdayaan melalui suatu masa proses belajar hingga mencapai status 
mandiri, harus tetap dilakukan pemeliharaan semangat, kondisi dan 
kemampuan secara berkelanjutan agar tidak mengalami kemunduran. 
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Sebagaimana telah diuraikan di atas bahwasanya tahapan 
proses belajar untuk pemberdayaan masyarakat dilakukan secara 
bertahap. Tahapan yang harus dilalui tersebut adalah sebagai berikut: 
1. Langkah untuk membangkitkan kesadaran dan tahap kepatuhan 
perilaku menuju kesadaran dan perawatan sehingga mereka merasa 
bahwa mereka membutuhkan kapasitas mereka sendiri. 
2. Tahap transformasi kapasitas dalam bentuk pengetahuan, keterampilan 
menjadi visi terbuka dan memberikan keterampilan dasar sehingga 
sasaran dapat mengambil peran dalam pembangunan. 
3. Tahap meningkatkan kapasitas intelektual, kemampuan dalam 
melakukan suatu keterampilan sehingga inisiatif dan inovatif yang 
dibentuk guna memberikan kemandirian.9 
2. Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan 
Pemberdayaan masyarakat di sektor kesehatan adalah proses memberikan 
informasi kepada individu, keluarga atau kelompok  secara berkelanjutan dan terus 
menerus setelah pengembangan sasaran, serta proses membantu pelanggan, 
sehingga klien berubah tidak mengetahui hal itu dia tidak tahu. atau sadar (aspek 
pengetahuan atau pengetahuan), dari mengetahui bagaimana menjadi keinginan 
(aspek sikap atau sikap), dan ingin dapat melaksanakan perilaku yang 
diperkenalkan (aspek tindakan atau praktik). 
Pemberdayaan masyarakat di sektor kesehatan adalah proses aktif, di mana 
tujuan / klien dan masyarakat yang diberdayakan harus berpartisipasi dalam 
program dan program kesehatan. Dilihat oleh konteks pengembangan kesehatan, 





partisipasi masyarakat adalah partisipasi dan asosiasi masyarakat dan fasilitator 
(pemerintah, LSM) dalam pengambilan keputusan, perencanaan, implementasi, 
pemantauan dan evaluasi kegiatan dan program kesehatan dan manfaat dari 
partisipasi mereka dalam konteks. dari independensi masyarakat.10 
Pemberdayaan di sektor kesehatan tidak secara eksklusif merupakan 
tanggung jawab pemerintah, tetapi juga harus melibatkan semua elemen 
masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat untuk mencapai tingkat kesehatan 
masyarakat yang optimal. Untuk keberhasilan implementasi berbagai upaya untuk 
memberdayakan sektor kesehatan, sektor kesehatan berfokus pada: a) Peningkatan 
perubahan perilaku dan independensi masyarakat untuk kehidupan bersih dan sehat, 
b) meningkatkan kemandirian pada sistem peringatan dini, Dampak kesehatan 
bencana, dan terjadinya wabah / KLB, C) meningkatkan integrasi pemberdayaan 
masyarakat di bidang kesehatan dengan kegiatan yang berdampak pada generasi 
pendapatan Selain itu, upaya pemberdayaan masyarakat harus dimulai dengan 
masalah dan potensi spesifik wilayah tersebut, oleh karena itu, diperlukan 
penolakan yang lebih besar untuk wilayah tersebut.. 
Tujuan dari pemberdayaan masyarakat di sektor kesehatan adalah untuk 
meningkatkan upaya kesehatan sumber daya masyarakat (UKBM) sehingga 
masyarakat dapat mengatasi masalah kesehatan menghadapi secara mandiri dan 
menerapkan perilaku hidup yang bersih dan sehat (PHB) dengan lingkungan yang 
memungkinkan pengembangan pemberdayaan masyarakat. Di bidang kesehatan 
sinergis oleh pemangku kepentingan yang relevan.. 
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1. Prinsip Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan 
Pemberdayaan masyarakat di sektor kesehatan dilakukan dengan 
prinsip-prinsip sebagai berikut: 
1. Kesukarelaan, yaitu partisipasi seseorang dalam kegiatan 
pemberdayaan masyarakat tidak boleh terjadi karena paksaan, tetapi 
harus didasarkan pada hati nurani dan motivasinya sendiri untuk 
meningkatkan dan memecahkan masalah kesehatan. 
2. Otonom, yaitu kemampuan masyarakat untuk mandiri atau lepas dari 
ketergantungan baik oleh setiap individu, kelompok dan lembaga 
lainnya. 
3. Keswadayaan, yaitu, kemampuan masyarakat untuk merumuskan 
kegiatan dengan tanggung jawab, tanpa harus menunggu atau 
mengharapkan dukungan dari bagian eksternal. 
4. Partisipatif, yaitu seluruh partisipasi pihak yang berkepentingan mulai 
dari pengambilan keputusan, perencanaan, implementasi, pemantauan, 
evaluasi dan penggunaan hasil kegiatan. 
5. Egaliter, meletakkan semua tindakan kepentingan secara sejajar, tiada 
satu kedudukan yang tinggi dan tiada siapa yang terasa direndahkan 
kepentingannya. 
6. Demokratis, yakni memberikan hak kepada seluruh pihak untuk 
mengekspresikan pendapat mereka, dan menghormati pendapat dan 
perbedaan masing-masing di antara pihak-pihak yang berkepentingan. 
7. Keterbukaan, yakni harus dilandasi saling percaya, kejujuran, dan 




8. Kebersamaan, untuk rasa bersama, saling bantu dan mengembangkan 
suatu sinergisme. 
9. Akuntabilitas, yang bisa dipertanggungjawabkan dan dapat diawasi 
oleh siapapun karena bersifat terbuka. 
10. Desentralisasi, yang memberikan otorisasi kepada semua wilayah 
otonom (kabupaten dan kota) untuk mengoptimalkan sumber daya 
kesehatan bagi kemakmuran masyarakat yang lebih besar dan 
nerkesinambungan pada pembangunan kesehatan.. 
Lebih lanjut, pemberdayaan masyarakat di sektor kesehatan juga 
berlandaskan pada: 
(1) Prinsip menghargai kearifan lokal, yang mencakup: 
sumber daya lokal, pengetahuan lokal, budaya lokal, 
keterampilan lokal dan proses lokal. 
(2)Prinsip ekologis, yang meliputi: keseimbanga, keberagaman, 
keberlanjutan dan keterkaitan 
(3) Prinsip keadilan sosial dan Hak Asasi Manusia (HAM), yang 











2. Arah dan Strategi Pelaksanaan dan Pembinaan Pemberdayaan 
Masyarakat di Sektor (Bidang) Kesehatan 
Mengacu pada tujuan pengembangan jangka panjang dari sektor 
kesehatan, yaitu 1) meningkatkan kapasitas masyarakat untuk membantu 
di sektor kesehatan; 2) Peningkatan kualitas lingkungan yang dapat 
menjamin kesehatan; 3) Meningkatkan status gizi masyarakat; 4) 
Pengurangan rasa sakit (morbiditas) dan mortalitas (mortalitas), serta 5) 
pengembangan keluarga berkualitas. 
Untuk mencapai tujuan-tujuan ini, upaya dilakukan, antara lain: 1) 
Pengembangan kemerdekaan masyarakat dalam pengembangan kesehatan 
dengan pendekatan pendidikan dan 2) Promosi partisipasi masyarakat, 
termasuk sektor swasta dalam upaya kesehatan.. 
Atas dasar upaya ini, implementasi dan pengembangan 
pemberdayaan masyarakat di sektor kesehatan diarahkan ke 1). 
Pemberdayaan aparat menunjuk ke peralatan yang lebih mampu, peka dan 
mengakomodasi, dan 2) Kekuatan orang bertujuan membuat orang lebih 
mampu, proaktif dan aspirasional. Oleh karena itu, pemberdayaan 
kesehatan masyarakat adalah proses membangun manusia atau masyarakat 
melalui pengembangan keterampilan masyarakat, perubahan perilaku dan 
organisasi kesehatan di sektor kesehatan.. 
Oleh karena itu, implementasi dan pengembangan pemberdayaan 
masyarakat di bidang kesehatan, umumnya ditujukan pada pertumbuhan 
kemerdekaan masyarakat dan keluarga di sektor kesehatan sehingga orang 




khusus ditakdirkan untuk: 1) meningkatkan pengetahuan masyarakat di 
sektor kesehatan; 2) Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam 
pemeliharaan dan meningkatkan kesehatan mereka sendiri; 3) 
Meningkatkan penggunaan fasilitas perawatan medis oleh masyarakat dan 
4) Realisasi pelembagaan upaya kesehatan yang diperoleh masyarakat.12 
Kegiatan dalam Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan 
Mencakup: 
1. Upaya mengembangkan daya kritis mastarakat di mana orang diundang 
untuk berpikir dan mengetahui hak dan kewajiban mereka di sektor 
kesehatan. Membangun kesadaran publik adalah awal dari kegiatan 
organisasi masyarakat yang dilakukan ketika membahas pertemuan 
atas harapan mereka, tergantung pada prioritas masalah kesehatan 
sesuai dengan sumber daya yang mereka miliki. 
2. Perencanaan partisipatif adalah proses untuk mengidentifikasi masalah 
kesehatan dan potensi berikutnya menerjemahkan tujuan dalam 
kegiatan nyata dan spesifik yang melibatkan peran aktif masyarakat 
dalam merencanakan semua hal dalam kesehatan. Kegiatan ini 
dilakukan oleh masyarakat disertai dengan fasilitator. Ini, selain 
mampu menyebabkan rasa percaya pada hasil perencanaan, juga 
menyebabkan orang memiliki rasa kepemilikan terhadap kegiatan yang 
dilakukan. Perencanaan partisipatif ini didasarkan pada hasil survei dan 
pemetaan sehubungan dengan potensi, baik kondisi fisik lingkungan 
dan masyarakat, yang digali oleh masyarakat itu sendiri.. 





3. Pengarahan masyarakat itu sendiri adalah proses yang mengarah pada 
pembentukan bingkai komunitas yang dibagikan oleh masyarakat dan 
fasilitator memainkan peran aktif dalam lembaga-lembaga berbasis 
masyarakat (forum komunitas rakyat) sebagai representasi masyarakat 
yang akan memainkan kelompok. orang dalam melakukan kegiatan 
pemberdayaan publik.. 
4. Pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh masyarakat bersama dengan 
manajer pemberdayaan yang menggunakan metode dan waktu yang 
disepakati bersama secara terus-menerus untuk mengetahui dan 
mengevaluasi pencapaian kegiatan yang dieksekusi. Hasil evaluasi ini 
digunakan sebagai merujuk pada kegiatan berkelanjutan.. 
 
 
